
Page | 43  

 

  

MENEGOSIASI ULANG AGENSI PEREMPUAN DALAM ISLAM: TELAAH 
KRITIS ATAS POLITIK DAN KONSEP HIJAB DALAM PEMIKIRAN 
FATIMAH MERNISSI 
 
Mohammad Ruslan 

Al-Khairat Islamic Institute Pamekasan, Indonesia 

Email : ruslanfaza161@gmail.com  

Historical 

Articles 
Abstract 

Received 
21/3/2025 
 
 
Revised 
21/4/2025 
 
 
Accepted 

15/62025 

This study aims to critically examine the thoughts of Fatimah Mernissi, a prominent 
Muslim feminist intellectual, focusing on issues related to women in Islam, particularly 
the concepts of hijab and women's political participation. The main focus of this research 
lies in analyzing how Mernissi interprets Qur’anic verses and prophetic traditions that 
have often been viewed as discriminatory toward women, and how she deconstructs 
patriarchal religious interpretations. Employing a qualitative research approachthrough 
library research and content analysis, this study explores Mernissi’s primary works along 
with secondary sources including classical tafsir, hadith collections, and contemporary 
Islamic feminist literature. The findings indicate that Mernissi views the concept of hijab 
not as a symbol of seclusion for women from public life, but rather as a historical directive 
concerning the Prophet Muhammad’s privacy. Regarding political leadership, she rejects 
the hadith that prohibits women from holding authority and instead highlights the 
Qur’anic narrative of Queen Balqis as evidence of legitimate female leadership. The 
implications of this research encourage a contextual and gender-just interpretation of 
religious texts, while also promoting broader female participation in the socio-political 
domain of Muslim societies. This study serves as a foundation for further developing 
Islamic feminist discourse with greater methodological awareness and responsiveness to 
contemporary challenges 
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INTRODUCTION 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin telah menetapkan prinsip-prinsip 
keadilan dan kesetaraan dalam relasi sosial antara laki-laki dan Perempuan (Yanti, et al., 
2025). Al-Qur’an menegaskan bahwa kedudukan spiritual laki-laki dan perempuan di 
hadapan Allah adalah setara, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 35. 
Namun demikian, dalam praktik historis dan sosial umat Islam, perempuan sering kali 
mengalami subordinasi melalui penafsiran teks-teks agama yang didominasi oleh 
perspektif patriarkal(Babakhani, 2024; Ennaji, 2022). Realitas ini mendorong munculnya 
gerakan dan pemikiran feminis Islam yang berupaya melakukan pembacaan ulang 
terhadap sumber-sumber keislaman, baik Al-Qur’an maupun hadis, dengan semangat 
kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu tokoh utama dalam gerakan ini adalah 
Fatimah Mernissi. 

Fatimah Mernissi, seorang intelektual Muslimah asal Maroko, dikenal luas melalui 
pemikiran kritisnya terhadap konstruksi budaya dan teks keagamaan yang dianggap 
membatasi partisipasi perempuan dalam ruang public (Bouras, 2024). Dalam karya-karya 
pentingnya seperti Beyond the Veildan The Veil and the Male Elite, Mernissi menolak 
pemaknaan literal terhadap sejumlah ayat dan hadis yang menurutnya tidak 
mencerminkan nilai-nilai egaliter Islam. Ia mempertanyakan otoritastafsir yang 
berkembang dalam tradisi Islam klasik dan menantang validitas sejumlah hadis yang 
sering dijadikan dasar pelarangan perempuan dalam kepemimpinan politik dan 
kewajiban berjilbab. Menurut Mernissi, hijab bukanlah perintah universal yang 
mengikatsecara mutlak, melainkan produk sosial dari situasi politik dan budaya tertentu 
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pada masa Nabi(Theobald, 2023; El Jurdi, et al., 2022). Selain itu, ia menegaskan bahwa 
tidak ada nash eksplisit dalam Al-Qur’an yang melarang perempuan untuk memimpin 
negaraatau berperan aktif dalam dunia politik. 

Meskipun pemikiran feminisme Islam telah menjadi objek studi yang luas, masih 
terdapat kesenjangan penelitian, khususnya terkait absennya telaah metodologis yang 
tajam terhadap pendekatan tafsir dan kritik hadis yang digunakan oleh Mernissi. Sebagian 
besar studi terdahulu cenderung mengafirmasi gagasan Mernissi secara ideologis tanpa 
menguji secara mendalam validitas metodologis dan implikasi fikih dari interpretasinya. 
Di sisi lain, kalangan konservatif justru menolak mentah-mentah gagasan feminis seperti 
yang dikemukakan Mernissi tanpa membuka ruang dialog epistemik yang adil dan 
argumentatif. Ketimpangan inilah yang menjadi dasar penting bagi dilakukannya studi 
kritik yang tidak hanya bersandar pada posisiteologis, tetapi juga mempertimbangkan 
pendekatan metodologi tafsir dan hadis dalam tradisi keilmuan Islam. 

Penelitian ini menawarkan distingsi yang signifikan dibandingkan studi-studi 
sebelumnya karena tidak sekadar mengulangi narasi kritik terhadap Mernissi secara 
tekstual dan ideologis, melainkan mengevaluasi validitas pendekatan hermeneutis dan 
historis yangdigunakannya. Dengan memadukan analisis tafsir tematik, kritik matan 
hadis, dan konteks asbabun nuzul, pendekatan ini mencoba membangun ruang dialog 
antara tafsir progresif feminis dan tradisi tafsir klasik yang mapan. Dengan demikian, 
penelitian ini memberikan tawaran metodologis baru untuk memahami pemikiran 
feminis Islam secara proporsional dan berimbang. 

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada tiga hal utama. Pertama, upaya 
merumuskan ulang batas-batas interpretatif antara tafsir normatif yang bersifat 
konservatif dan tafsir progresif yang mengedepankan keadilan gender. Kedua, penegasan 
pentingnya metode ilmiah dalam kritik terhadap pemikiran feminisme Islam, terutama 
dalam menilai kekuatan argumen dan landasan teks keagamaannya. Ketiga, penyusunan 
kerangka kritik terhadap Mernissi yang tidak berangkat dari asumsi ideologis semata, 
melainkan dari konstruksi analitis yang berbasis pada epistemologi tafsir dan hadis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis pemikiran 
Fatimah Mernissi dalam isu partisipasi politik perempuan dan kewajiban hijab, serta 
mengevaluasi sejauh mana pendekatannya sejalan atau bertentangan dengan metodologi 
tafsir dan hadis dalam khazanah keilmuan Islam. Dengan pendekatan yang integratif dan 
kritis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya 
diskursus gender Islam kontemporer dan membuka ruang dialog antar pendekatan dalam 
memahami teks-teks keagamaan secara adil dan berimbang. 

 
RESEARCH METHODS 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
kepustakaan (library research)(Nicholls, & Urada, 2022; Song, et al., 2024; Tsang, & Chiu, 
2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada pemikiran tokoh, 
yakni Fatimah Mernissi, yang dianalisis melalui teks-teks tertulis berupa buku, artikel, dan 
karya ilmiah lainnya. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan 
telaah mendalam terhadap konstruksi pemikiran, argumentasi metodologis, dan dasar-
dasar epistemologis yang digunakan Mernissi dalam menafsirkan teks keislaman, 
khususnya terkait isu politik perempuan dan kewajiban hijab. 

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari karya-karya otoritatif Fatimah 
Mernissi, seperti Beyond the Veil, The Veil and the Male Elite, dan Women and Islam: An 
Historical and Theological Enquiry. Selain itu, digunakan pula terjemahan karya-karya 
Mernissi dalam bahasa Indonesia sebagai bahan komparasi terhadap orisinalitas dan 
konteks penafsirannya(Dewi, 2024). Data sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti 
tafsir klasik (Tafsir Al-Ṭabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi), kitab-kitab hadis, serta kajian 
kontemporer tentang tafsir gender dan feminisme Islam, baik dari kalangan pro maupun 
kontra terhadap Mernissi. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yakni proses 
sistematis dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan isi teks berdasarkan 
tema-tema yang relevan(Serafini, & Reid, 2023; Chang, et al., 2021). Dalam konteks ini, 
analisis dilakukan terhadap argumentasi Mernissi yang berkaitan dengan dalil Al-Qur’an 
dan hadis, penafsirannya terhadap ayat-ayat hijab dan kepemimpinan perempuan, serta 
pendekatan historis-kritis yang digunakannya. Selanjutnya, pemikiran tersebut diuji 
melalui pisau analisis keilmuan Islam seperti tafsir tematik (maudhu’i), asbabun nuzul, 
serta kritik sanad dan matan hadis. 
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Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kritik epistemologis, dengan tujuan 
menilai konsistensi, validitas, dan relevansi metode yang digunakan Mernissi terhadap 
kaidah-kaidah tafsir dan hadis yang diakui dalam tradisi intelektual Islam(El Fadl, 2021). 
Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan juga evaluatif 
dan reflektif terhadap konsekuensi metodologis dan normatif dari pemikiran feminis 
Islam. 

Validitas data dalam penelitian ini diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni 
dengan membandingkan berbagai karya Mernissi dan menelaah tanggapan atau kritik 
dari pemikir lain yang relevan, baik dari kalangan feminis progresif maupun dari kalangan 
ulama tradisional(Koburtay, et al., 2023; Kloos, & Ismah, 2023). Hal ini dilakukan untuk 
memperoleh pemahaman yang komprehensif, objektif, dan adil terhadap pemikiran 
Mernissi dalam konteks diskursus keislaman kontemporer. 
 
DISCUSSION 
1. Biografi Fatimah Mernissi 

Fatimah Mernissi menempuh pendidikan awalnya di sekolah Al-Qur’an, sebuah 
lembaga tradisional yang banyak dijadikan pilihan oleh keluarga dari kalangan 
menengah ke bawah. Meskipun dikenal memiliki daya ingat yang tajam, Mernissi 
mengalami pengalaman kurang menyenangkan karena tidak memiliki suara merdu 
dalam melantunkan ayat-ayat suci, sehingga ia jarang tampil dalam kegiatan-kegiatan 
seremonial keagamaan(Subramanian, 2023). Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, 
ia melanjutkan ke jenjang menengah di Sekolah Nasional dan Sekolah Khusus 
Perempuan yang didanai oleh Pemerintah Prancis. Masa remajanya diwarnai dengan 
keterlibatan aktif dalam gerakan nasionalis anti-kolonial, termasuk aksi demonstrasi 
untuk menuntut kemerdekaan Maroko dari penjajahan Prancis(Tazi, 2021; Sariahmed 
Belhadj, 2022). 

Setelah menamatkan sekolah menengah atas, Mernissi melanjutkan studi di 
Universitas Muhammad V Rabat, dengan fokus pada bidang sosiologi dan politik. Ia 
kemudian melanjutkan pendidikannya ke Paris dan sempat bekerja sebagai jurnalis. 
Selanjutnya, ia meneruskan program pascasarjananya di Amerika Serikat dan berhasil 
meraih gelar Ph.D. di bidang Sosiologi dari Brandeis University pada tahun 1973 
dengan disertasi berjudul Sexe, Idéologie et Islam, yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam bahasa Arab menjadi Al-Jins Kahandasat Ijtima’iyat. 

Sekembalinya ke Maroko, Mernissi bergabung dengan Departemen Sosiologi di 
Universitas Muhammad V Rabat dan dikenal aktif dalam berbagai forum ilmiah 
internasional. Ia pernah menjadi profesor tamu di Universitas California, Berkeley dan 
Universitas Harvard.Sebagai seorang feminis Muslim Arab, pengaruh Mernissi 
melampaui batas nasional. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai 
bahasa seperti Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang(Bouras, 2024). Dalam berbagai 
kunjungan ilmiah ke negara-negara Muslim seperti Turki, Kuwait, dan Mesir, Mernissi 
mencermati bahwa banyak negara menggunakan Islam sebagai legitimasi untuk 
melakukan penyensoran terhadap wacana-wacana kritis, sebuah realitas yang 
menurutnya meredam iklim intelektual secara signifikan. Dari sisi fiqh, Mernissi 
berafiliasi dengan mazhab Maliki, yang juga merupakan mazhab mayoritas masyarakat 
Muslim Maroko. 

2. Fatimah Mernissi dan Kebebasan Perempuan 

Fatimah Mernissi menempatkan persoalan perempuan dalam kerangka kritik 
sosial dan teologis yang berbeda dari banyak tokoh Islam lainnya(Neri, 2024; 
Ennaji,2022). Baginya, dehumanisasi terhadap perempuan tidak hanya merupakan 
fenomena khas Barat modern, tetapi juga terjadi di Timur, termasuk di dunia Islam itu 
sendiri. Ia menilai bahwa praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dalam 
masyarakat Muslim bukan berasal dari ajaran Islam yang otentik, melainkan dari 
penafsiran dan konstruksi budaya yang patriarkal atas teks-teks keagamaan(Ennaji, 
2022; Koburtay, et al., 2023). Meskipun menyedihkan, Mernissi memandang kenyataan 
ini bukanlah sesuatu yang harus ditutupi, tetapi justru dihadapi dengan keberanian 
intelektual dan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan(El Belkacemi, 2025). 

Menurutnya, Al-Qur’an telah secara eksplisit menegaskan kesetaraan spiritual 
antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain tercermin dalam Surah Al-Ahzab 
ayat 35,  
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الْمُسْلِمٰتََِّّالْمُسْلِمِيْن ََّّاِن َّ الْمُؤْمِنِيْن ََّّو  الْمُؤْمِنٰتَََِّّّو  الْقٰنِتيِْن ََّّو  الْقٰنِتٰتََِّّو  دِقِيْن ََّّو  الصّٰ الصّٰدِقٰتََِّّو  برِِيْن ََّّو  الصّٰ الصّٰبرِٰتََِّّو  َّو 

الْخٰشِعِيْن َّ الْخٰشِعٰتََِّّو  قِيْن ََّّو  د ِ الْمُت ص  قٰتََِّّو  د ِ الْمُت ص  اۤىِٕمِيْن ََّّو  الص  ىِٕمٰتََِّّو  الصّٰۤ الْحٰفِظِيْن ََّّو  هُمََّّْو  الْحٰفِظٰتََِّّفرُُوْج  الذّٰكِرِيْن ََّّو  ََّّك ثِيْرًاَّاللّّٰ َََّّّو 

الذّٰكِرٰتَِّ ََُّّا ع د ََّّو  ةًََّّل هُمََّّْاللّّٰ غْفِر  ا جْرًاَّم  ع ظِيْمًاَّو   

Artinya: 
Sesungguhnyaorang-orang lelaki yang islam serta orang-orang perempuan 
yang islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang 
perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-
orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-
orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta 
orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah 
diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri 
(kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang 
perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta 
orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang 
memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang 
memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama 
allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama 
Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya 
keampunan dan pahala yang besar. 

Ayat inimenyebutkan bahwa secara berpasangan semua kategori kebaikan yang 
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, mulai dari keislaman, keimanan, ketaatan, 
kejujuran, kesabaran, hingga kesucian diri dan zikrullah. Ayat tersebut menegaskan 
bahwa Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi siapa pun, tanpa 
membedakan jenis kelamin. Kesetaraan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi 
menunjukkan bahwa dalam hal spiritualitas, tanggung jawab moral, dan hak 
memperoleh balasan dari Allah, laki-lakidan perempuan memiliki posisi yang 
sama(Lahmar, 2024; Jung, 2021). 

Lebih dari itu, Mernissi juga menekankan bahwa banyak ayat lain dalam Al-Qur’an 
dan hadis Nabi menunjukkan kesamaan martabat antara laki-laki dan perempuan 
sebagai manusia. Dalam pandangannya, Islam sebagai ajaran ilahiah justru 
mengandung nilai-nilai emansipatoris yang menolak segala bentuk penindasan 
terhadap perempuan. Oleh karena itu, pemaknaan ulang terhadap teks-teks 
keagamaan menjadi suatu keniscayaan, terutama ketika teks-teks tersebut selama ini 
digunakan untuk membenarkan ketimpangan gender yang tidak sesuai dengan prinsip 
keadilan Tuhan sebagaimana tercermin dalam wahyu-Nya. Narasi-narasi seperti ini 
menjadi fondasi pemikiran Mernissi dalam merombak struktur pengetahuan yang 
telah lama memarginalkan perempuan dalam diskursus keislaman(Ennaji, 2022). 

3. Perempuan dan Politik 
Fatimah Mernissi memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan 

laki-laki dalam berpartisipasi di ruang publik, termasuk dalam dunia politik dan 
kepemimpinan. Dalam pandangannya, tidak ada dasar teologis yang sah yang melarang 
perempuan untuk menjabat sebagai kepala desa, bupati, gubernur, bahkan presiden. 
Mernissi menolak dikotomi gender dalam ranah politik yang selama ini didukung oleh 
tafsir konservatif terhadap teks keagamaan. Untuk memperkuat argumennya, Mernissi 
merujuk kepada kisah Ratu Saba (Balqis) dalam Al-Qur’an yang secara eksplisit 
menggambarkan seorang perempuan pemimpin yang bijaksana, kuat, dan berdaulat 
penuh atas kerajaannya. Kisahini termaktub dalam Surah an-Naml ayat 23, yang 
menyebutkan bahwa Balqis adalah seorang ratu yang memiliki kekuasaan besar dan 
mendapatkan berbagai kelebihan, termasuk singgasana yang agung. 

رَاةَ ْْوَجَد تْ ْانِ ِيْ  لِكهُُمْ ْام  تيَِتْ ْتمَ  ءْ ْكلُ ِْْمِنْ ْوَاوُ  لهََاْشَي  شْ ْوَّ عَظِي مْ ْعَر   
Artinya: 

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, 
dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. 

Mernissi mendasarkan argumentasinya pada pandanganImam al-Ghazali yang 
menegaskan bahwa Al-Qur’an sebagai kitab suci yang bersumber dari wahyu memiliki 
kedudukan epistemologis yang lebih tinggi dibandingkan hadis, yang merupakan 
laporan dari para sahabat mengenai perkataan dan perbuatan Nabi. Dalam kisahRatu 
Saba, Al-Qur’an menggambarkan bagaimana Balqis memimpin dengan arif dan 
demokratis. Ia tidak gegabah dalam mengambil keputusan politik, melainkan terlebih 
dahulu mengadakan musyawarah dengan para pembesarnya. Ia pun tidak terpengaruh 
oleh pujian ataskekuatan pasukannya, melainkan memilih menguji karakter Nabi 
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Sulaiman terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk tunduk. Akhirnya, Balqis 
menerima dakwah Nabi Sulaiman dan menyatakan keislamannya secara sadar dan 
tulus(Masruroh, et al., 2024). Kisah ini, menurut Mernissi, bukan sekadar narasi 
historis, tetapi sebuah pengakuan normatif terhadap kemampuan dan legitimasi 
kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur’an. 

Meskipun terdapat hadis yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi 
pemimpin, seperti riwayat dari Abu Bakrah yang menyatakan bahwa “tidak akan 
beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan”. 
Mernissi menolak keabsahan hadisini secara metodologis dan historis. Ia melakukan 
kritik mendalam terhadap sanad dan konteks hadis tersebut. Pertama, ia menyoroti 
latar belakang sosial dan kredibilitas Abu Bakrah sebagai perawi. Abu Bakrah, yang 
awalnya adalah seorang budak, menurut Mernissi memiliki status sosial yang 
problematik dalam struktur masyarakat Arab yang sangat mementingkan 
nasab(Ennaji, 2022). Ia juga tidak masuk dalam daftar sahabat yang diteliti secara 
mendalam oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Mernissi mengutip pendapat ulama mazhab 
Maliki yang menekankan bahwa kredibilitas seorang perawi tidak hanya ditentukan 
oleh kedekatannya dengan Rasulullah, tetapi juga oleh moralitas dan 
integritasnya(Pawłowski, 2023). Oleh karena itu, menurut Mernissi, hadis yang 
diriwayatkan oleh Abu Bakrah tidak dapat dijadikan dasar pelarangan mutlak terhadap 
kepemimpinan perempuan. 

Lebih lanjut, Mernissi mengungkap bahwa Abu Bakrah pernah dijatuhi hukuman 
qazafpada masa Khalifah Umar bin Khattab karena gagal menghadirkan bukti atas 
tuduhannya terhadap al-Mughirah ibn Syu‘bah dalam kasus zina. Hal ini, dalam 
pandangan Mernissi, melemahkan posisi Abu Bakrah sebagai saksi yang kredibel, dan 
secara otomatis meragukan keabsahan hadis yang ia riwayatkan. Ia juga mencurigai 
bahwa hadis tersebut dikutip kembali oleh Abu Bakrah dalam konteks kekalahan 
Aisyah dalam Perang Jamal, sebuah momen politis yang sangat sensitif dan rentan 
digunakan untuk membangun narasi pembatasan peran perempuan di ruang publik. 

امرأةْأمرهمْولوْقومْيفلحْلنْ  
Artinya: 

Mereka yang mempercayakan urusannya kepada seorang wanita tidak akan 
pernah merasakan kemakmuran. 

Melalui analisis ini, Mernissi berupaya membongkar fondasi patriarkal yang telah 
mengakar dalam tradisi penafsiran dan periwayatan hadis. Ia menempatkan Al-Qur’an 
sebagai sumber hukum yang lebih utama dan mengajak umat Islam untuk melakukan 
telaah ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks 
sosial, historis, dan politik yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, Mernissi tidak 
sekadar berdebat pada tataran tafsir, tetapi juga mengajukan pembacaan kritis 
terhadap otoritas dan metode transmisi ilmu dalam khazanah Islam klasik, demi 
membangun kembali ruang partisipasi yang adil bagi perempuan dalam kehidupan 
sosial dan politik umat Islam(Erwani, & Siregar, 2025). 

4. Perempuan dan Hijāb 
Dalam menafsirkan konsep hijab, Fatimah Mernissi menawarkan pandangan yang 

sangat berbeda dari kebanyakan ulama tradisional. Menurutnya, hijab secara harfiah 
berarti "tirai" dan konteks pewahyuan ayat hijab dalam Surah al-Ahzab ayat 53 justru 
menunjukkan bahwa hijab tidak dimaksudkan sebagai pembatas antara pria dan 
wanita secara umum, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi 
Rasulullah Saw. dalam situasi tertentu. 

 
ٰٓايَ هَا اْالَّذِي نَْْي  مَنوُ  اْلَْْْا  خُلوُ  تَْْتدَ  ِْْبُيوُ  ْٰٓالنَّبِي  ذَنَْْانَْ ْالَِّ ىْلَكُمْ ْي ؤ  ظِرِي نَْْغَي رَْْطَعاَمْ ْالِ  ىهُْْن  كِنْ ْانِ  اْدُعِي تمُْ ْاِذاَْوَل  خُلوُ  تمُْ ْفاَِذاَْْفاَد  ْطَعِم 

ا تأَ نِسِي نَْْوَلَْْفاَن تشَِرُو  لِكُمْ ْاِنَّْْلِحَدِي ث ْ ْمُس  ذِىْكَانَْْذ  يْ ْالنَّبِيَّْْيؤُ  تحَ  يْ ْلَْْوَاٰللُّْْمِن كُم ْ ْفيََس  تحَ  ِْ ْمِنَْْيَس  هُنَّْْوَاِذاَْال حَق  ْْمَتاَع اْسَالَ تمُُو 

هُنَّْ ـَٔلوُ  رَاۤءِْْمِنْ ْفاَس  لِكُمْ ْحِجَاب ْ ْوَّ هَرُْْذ  بِكُمْ ْاطَ  بهِِنَّْ ْلِقلُوُ  اْانَْ ْلَكُمْ ْكَانَْْوَمَاْوَقلُوُ  ذوُ  لَْْتؤُ  اْانَْ ْوَلَْٰٓاٰللِّْْرَسوُ  ٰٓ وَاجَهْ ْتنَ كِحُو  ْْمِن ْ ْازَ 

ْٰٓ اْ ْبَع دِه  لِكمُْ ْاِنَّْْابََد  اْْاٰللِّْْعِن دَْْكَانَْْذ  عَظِي م   
Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah 
Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-
nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka 
masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik 
memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan 
mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), 
dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta 
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sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari 
belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati 
mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) 
mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya 
perbuatan ituadalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. 

Mernissi merujuk pada peristiwa turunnya ayat tersebut yang terjadi pada tahun 
kelima Hijriyah, saat Rasulullah baru saja melangsungkan pernikahan dengan Zainab 
binti Jahsy. Dalam peristiwa itu, sekelompok tamu yang diundang untuk makan tidak 
segera meninggalkan rumah setelah selesai makan, bahkan masih terlibat dalam 
percakapan panjang. Situasi ini membuat Rasulullah merasa sungkan untuk meminta 
mereka pergi. Maka turunlah wahyu yang menyerukan agar apabila para sahabat ingin 
meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mereka melakukannya dari balik hijab atau 
tirai, karena hal tersebut lebih suci bagi hati mereka dan hati para istri Nabi. 

Bagi Mernissi, ayat tersebut harus dibaca secara kontekstual, bahwa esensinya 
adalah ajaran tentang sopan santun, privasi, dan adab bertamu, bukan tentang 
pembatasan mutlak terhadap interaksi antara pria dan wanita dalam masyarakat. Ia 
menggarisbawahi bahwa penggunaan kata hijab dalam ayat tersebut tidak serta-merta 
bisa dijadikan dasar hukum untuk mengatur pakaian atau gerak sosial perempuan 
secara umum(Zain, et al., 2023). Peristiwa yang dilaporkan oleh Anas bin Malik sebagai 
satu-satunya saksi mata, menunjukkan bahwa turunnya ayat tersebut berawal dari 
kebutuhan praktis untuk membatasi ruang privat Rasulullah dari campur tangan atau 
gangguan pihak ketiga, dalam hal ini adalah tamu yang tidak tahu diri. 

Lebih jauh, Mernissi memaknai hijab dalam konteks tersebut sebagai pembagian 
ruang antara dua pria, yakni Rasulullah dan Anas bin Malik sebagai saksi, bukan sebagai 
larangan terhadap perempuan. Dalam pandangannya, hijab adalah simbol dari 
kebutuhan untuk menjaga batas kesopanan dalam situasi tertentu, bukan perintah 
universal yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang social (El Jurdi, et al., 
2022; Husain, 2025). Hal ini, menurutnya, bertolak belakang dengan pemahaman 
konservatif yang menjadikan ayatini sebagai dalil utama untuk membatasi gerak dan 
ruang perempuan Muslim. 

Dalam kaitannya dengan ayat lain, yaitu Surah al-Ahzab ayat 59 yang 
memerintahkan perempuan untuk mengulurkan jilbab mereka, Mernissi menegaskan 
bahwa ayat ini pun ditujukan dalam konteks historis tertentu. 

ٰٓايَ هَا وَاجِكَْْْقلُْ ْالنَّبِيْ ْي  َز  تِكَْْْل ِ مِنيِ نَْْوَنِسَاۤءِْْوَبنَ  نيِ نَْْال مُؤ  لِكَْْجَلََبيِ بِهِنَّْ ْمِنْ ْعَليَ هِنَّْْْيُد  ىْْٰٓذ 
ن  نَْ ْفَلََْْْي ع رَف نَْْانَْ ْادَ  ذيَ  ْوَكَانَْْيؤُ 

اْاٰللُّْ ر  اْْغَفوُ  حِي م  رَّ  
Artinya: 

Wahai Nabi, katakanlah kepada para isterimu, anak-anakmu yang 
perempuan dan para isteri orang-orang yang beriman supaya mereka 
mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu akan 
menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan 
Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 

Ayat ini, menurutnya, lebih menekankan fungsi sosial jilbab sebagai penanda 
identitas agar perempuan tidak diganggu oleh kaum jahiliah di jalanan, bukan sebagai 
instrumen pemingitan atau domestikasi. Oleh karena itu, ia menolak pandangan yang 
menjadikan jilbab sebagai simbol eksklusifitas religius dan instrumen patriarki yang 
membatasi ruang gerak perempuan. 

Mernissi berargumen bahwa pembatasan wilayah gerak perempuan, pemingitan, 
dan pemisahan ruang berdasarkan gender bukanlah bagian dari ajaran Islam yang 
autentik, melainkan hasil konstruksi budaya yang kemudian dilegitimasi oleh 
penafsiran agama yang bias gender(Şenel, 2022). Ia meyakini bahwa pemaknaan ulang 
terhadap teks-teks tersebut harus dilakukan secara historis, kontekstual, dan 
hermeneutik, agar nilai-nilai Islam yang sejati seperti keadilan, kesetaraan, dan 
penghormatan terhadap martabat manusia dapat ditegakkan dalam kehidupan sosial 
umat Islam. 

Melalui analisisnya, Mernissi tidak sedang menafikan nilai spiritual dari hijab, 
melainkan mempertanyakan bagaimana teks-teks tersebut telah ditafsirkan secara 
sempit dan digunakan untuk menjustifikasi subordinasi perempuan. Ia mengajak 
pembaca untuk kembali membaca ayat-ayat tersebut dengan lebih kritis, dengan 
mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat wahyu diturunkan, serta 
mempertanyakan siapa yang menafsirkan, dalam konteks kekuasaan apa, dan untuk 
kepentingan siapa. Dengan demikian, pemikiran Mernissi menghadirkan tawaran 
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penting dalam wacana feminisme Islam, yakni bagaimana teks dapat dibaca dengan 
semangat pembebasan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam 
masyarakat muslim. 

Berdasarkan hasil telaah kritis terhadap pemikiran Fatimah Mernissi sebagaimana 
dipaparkan dalam berbagai karyanya, dapat disimpulkan bahwa Mernissi berupaya 
melakukan rekonstruksi terhadap wacana keislaman, khususnya yang berkaitan 
dengan posisi dan peranperempuan dalam masyarakat Muslim. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Mernissi tidak hanya menawarkan pembacaan ulang terhadap 
teks-teks keagamaan, tetapi juga mengajukan kritik mendasar terhadap konstruksi 
sosial dan historis yang telah menjadikan perempuan sebagai objek subordinasi, baik 
dalam tataran teologis maupun struktural. Pendekatan Mernissi bersifat 
interdisipliner, menggabungkan analisis historis, kritik sosial, tafsir kontekstual, dan 
pembacaan hermeneutik atas Al-Qur’an serta hadis-hadis Nabi. 

Dalam pandangan Mernissi, ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim lebih 
banyak disebabkan oleh penafsiran yang bias terhadap teks keagamaan, bukan oleh 
teks itu sendiri. Hal ini tampak dalam analisisnya terhadap ayat-ayat hijab dan jilbab 
yang menurutnya bersifat kontekstual dan tidak dapat diberlakukan secara absolut 
sebagai dasar pemingitan atau pembatasan ruang gerak perempuan. Pemaknaan hijab 
sebagai tirai antara dua laki-lakiyakni Rasulullah dan Anas bin Malikmenggugurkan 
dalil yang selama ini digunakan untuk mengisolasi perempuan dari ruang publik. 
Demikian pula dalam kasus ayat tentang jilbab, Mernissi membaca konteks sosialnya 
sebagai perlindungan terhadap pelecehan dan bukan sebagai instrumen ideologis 
untuk membatasi identitas dan mobilitas perempuan. 

Dalam isu politik, Mernissi menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang kuat dalam 
Al-Qur’an yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Sebaliknya, kisah Ratu Balqis 
diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai teladan kepemimpinan yang bijak dan adil. 
Penolakannya terhadap hadis Abu Bakrah tentang larangan kepemimpinan perempuan 
didasarkan pada kritik sanad dan integritas perawi, serta konteks historis dan politis 
saat hadis itu digunakan kembali, yakni ketika Aisyah memimpin pasukan dalam 
Perang Jamal. Kritik ini menunjukkan bahwa Mernissi tidak sekadar meragukan 
keabsahan narasi, tetapi juga menyoroti bagaimana hadis bisa digunakan untuk 
membentuk opini politik dan legitimasi kekuasaan tertentu, yang dalam banyak hal 
tidak berpihak pada perempuan. 

Implikasi dari temuan ini sangat penting dalam pengembangan studi gender Islam 
kontemporer. Pertama, penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan metode 
pembacaan teks keagamaan yang lebih kontekstual, adil gender, dan sensitif terhadap 
dimensi sejarah dan kekuasaan. Mernissi menghadirkan suatu model kritik yang tidak 
hanya mempertanyakan isi teks, tetapi juga siapa yang menafsirkan, dalam situasi 
sosial-politik seperti apa, dan untuk kepentingan siapa tafsir tersebut dikonstruksi dan 
disebarkan. Kedua, hasil penelitian ini menantang kalangan akademisi Muslim untuk 
tidak menerima secara dogmatis produk-produk keilmuan klasik, terutama yang 
menyangkut relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, tanpa melakukan verifikasi 
ulang terhadap validitas sumber dan konteksnya. 

Lebih jauh, pemikiran Mernissi juga memiliki relevansi praktis bagi upaya 
pemberdayaan perempuan Muslim di berbagai bidang kehidupan. Ketika pemaknaan 
terhadap ayat-ayat hijab dan kepemimpinan tidak lagi didominasi oleh tafsir literal dan 
eksklusif, maka jalan bagi partisipasi aktif perempuan dalam ruang sosial, politik, dan 
intelektual akan semakin terbuka. Ini juga menuntut perubahan dalam sistem 
pendidikan Islam, dakwah, dan kebijakan publik agar lebih akomodatif terhadap 
prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diajarkan Al-Qur’an. 

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Fatimah 
Mernissi memberikan kontribusi penting dalam membangun kembali paradigma relasi 
gender dalam Islam yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual. Pemikirannya menjadi 
jembatan antara tradisidan pembaruan, antara teks dan realitas sosial, serta antara 
keimanan dan keadilan sosial. Meskipun pandangannya kerap menimbulkan 
kontroversi, Mernissi berhasil mengangkat kesadaran kritis umat Islam untuk tidak 
berhenti mempertanyakan bagaimana teks ditafsirkan, siapa yang berhak menafsirkan, 
dan untuk tujuan apa penafsiran itu digunakan. 

 
CONCLUSION 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiranFatimah 



Page | 50  

 

Mernissi mengenai perempuan, politik, dan hijab merepresentasikan upaya dekonstruksi 
terhadap tafsir keagamaan yang dianggap bias gender. Melalui pendekatan historis, 
hermeneutik, dan analisis kritis terhadap sanad serta konteks hadis, Mernissi berusaha 
membongkar wacana dominan yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi 
subordinat dalam kehidupan sosial dan religius umat Islam. Penelitiannya terhadap ayat-
ayat hijab serta narasi Al-Qur’an tentang kepemimpinan Ratu Balqis menunjukkan bahwa 
teks suci Islam dapat dimaknai secara lebih kontekstual dan membebaskan. Mernissi tidak 
menolak nash, tetapi menantang pembacaan tekstual yang ahistoris dan seringkali 
dimanfaatkan untuk memperkuat struktur patriarki dalam masyarakat muslim. 

Penelitianini merekomendasikan pengembangan pendekatan tafsir yang lebih 
inklusif terhadap perempuan dalam institusi pendidikan, wacana dakwah, serta 
perumusan kebijakan sosial yang berbasis keadilan gender. Secara umum, hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menjadireferensi akademik dalam memperluas kajian feminisme 
Islam, khususnya dalam konteks pemaknaan ulang terhadap otoritas teks dan figur 
perawi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengembangkan studi komparatif 
antara pemikiran Mernissi dan tokoh feminis Islam lainnya, seperti Amina Wadud atau 
Asma Barlas, guna memperkaya perspektif dan mengurangi bias subjektivitas. Penelitian 
lanjutan juga dapat diarahkan pada pengujian dampak pemikiran feminisme Islam 
terhadap kebijakan publik di negara-negara Muslim sebagai langkah menyempurnakan 
kelemahan dari studi ini yang masih bersifat teoritik dan konseptual.  
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